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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Anif Budiyanto, S.K.M., M.Epid.

Jabatan : Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Baturaja
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Maria Endang Sumiwi, MPH

Jabatan : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Direktur Jgnderal Kesehatan Kepala Loka Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Baturaja
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dr. Maria Endang Sumiwi, MPH Anif Budiyanto, S.K.M., M.Epid.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

BATURAJA

Sasaran Strategis/
Program/ Sasaran
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

(2}

(3)

Sasaran Strategis (8)

Menguatnya surveilan yang adekuat

Program: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran Program:

Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium

Kegiatan: Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya
jumlah dan

1. Persentase Labkesmas yang melaksanakan fungsi
surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan
berbasis laboratorium sesuai standar

kemampuan
pemeriksaan
specimen kesmas,
kesling dan biologi

. Persentase L.abkesmas yang melaksanakan
pemeriksaan specimen klinis dan lingkungan

sesuai standar

kesehatan

. Persentase Labkesmas yang dilakukan pembinaan

secara rutin dan berjenjang

Sasaran Kegiatan
UPT:

Meningkatnya

. Jumlah Rekomendasi hasil

surveilans berbasis laboratorium

5 Rekomendasi

jumlah dan
kemampuan
pemeriksaan

. Jumlah pemeriksaan spesimen

klinis dan/atau sampel

10.000

spesimen klinis
dan/atau sampel

specimen kesmas,
kesling dan biologi
kesehatan

. Persentase bimbingan teknis

secara rutin dan berjenjang di
wilayah binaan oleh UPT
Labkesmas

100 %

. Mengikuti dan lulus Pemantapan

Mutu Eksternal (PME)

. Jumlah MoU/ PKS/ Forum

Kerjasama atau Forum
Koordinasi dengan jejaring,
lembaga / institusi nasional dan
/ atau internasional

S

MoU/PKS/
Laporan

. Labkesmas memiliki standar

minimal sistem pengelolaan
biorepositori

100%
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Sasaran Strategis/
Program/ Sasaran
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(2)

(3)

(4)

Sasaran Strategis (17)

Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik

I

Program: Dukungan Manajemen

Sasaran Program:

Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat
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Sasaran Kegiatan
UPT:

1. Persentase realisasi anggaran

96%

2. Nilai Kinerja Anggaran

80,1 NKA

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya

3. Kinerja implementasi WBK

Satker

75 Skala

dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
lainnya

4, Persentase ASN yang

ditingkatkan kompetensinya

80%

Kegiatan

. Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Masyarakat
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program
di Ditjen Kesehatan Masyarakat

Total Anggaran DIPA Loka Laboratorium

Kesehatan Masyarakat Baturaja

Pihak Kedua,

Direktur J e\nderal Kesehatan

Makyarakat,

b ]

dr. Maria Endang Sumiwi, MPH

Rp.

Rp.

Anggaran
2.829.414.000,-

9.963.015.000,-

Rp. 12.792.429.000,-

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

Kepala Leka Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Baturgja,

Anif Budiyante, S.K.M., M.Epid.
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